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BPK BERIKAN BEBERAPA REKOMENDASI

Pemda DIY Persilakan Publik Tkut Mengawasi

YOGYA (KR) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan DIY, masih menemukan beberapa permasa-
lahan kepatuhan, terhadap ketentuan perundang-un-
dangan yang berlaku. Menyikapi kondisi tersebut BPK
memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Reko-
mendasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki

kelemahan yang ada.
Namun tidak’ melampaui apa
yang menjadi batas tanggung
Jjawab manajemen entitas serta
menyatakan secara jelas apa yang
harus diperbaiki. Serta siapa yang
memiliki wewenang untuk meng-
inisiasi perbaikan yang direkomen-
"Berdasarkan permasalahan
yang ditemukan, kami membe-
rikan beberapa rekomendasi per-
baikan. Diantaranya memproses
kelebihan pembayaran sesuai ke-
tentuan yang berlaku dan menye-
torkannya ke kas daerah. Meng-
instruksikan kepada pejabat pem-

Haryadi Suyuti dan

Sleman Sri Purnomo.
Andri mengungkapkan, demi

efektifnya hasil pemeriksaan BPK,

Bupati

buat komitmen pada masing-ma-
sing kegiatan unfuk lebih cermat

_dalam melakukan pengendalian

atas kontrak yang menjadi tang-
gung jawabnya,” kata Kepala
Perwakilan BPK RI Perwakilan
DIY, Andri Yogama dalam penye-
rahan Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Kepatuhan Atas Belanja
Daerah tahun anggaran 2019 di
kantornya, Rabu (22/1).

Selain Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X, penyerahan
LHP Kepatuhan tersebut juga di-
hadiri oleh Sekda DIY, Drs K
Baskara Aji, Walikota Yogyakarta

DPRD masing-masing tingkatan.
"Hasil penilaiannya akan kita

ketahui dari pemeriksaan BPK

yang diterima. Apakah terjadi

pihaknya apkan agar
rekomendasi tersebut segera ditin-
daklanjuti. Selambat-lambatnya
60 hari setelah laporan hasil pe-
meriksaan diterima. Namun se-
dainya ada temuan hasil pe-
mertksaan yang kurang jelas,
DPRD dapat mengusulkan perte-
muan konsultasi dengan BPK
Perwakilan DIY seperti telah
Ins diatur dalam MoU. ‘
Dalam kesempatan itu Guber-
nur DIY, Sri Sultan HB X meng-
" ungkapkan, sesuai UU No 14
' tahun 2008 tentang keterbukaan
- informasi publik. Pemda di ling-
kungan DIY dan Bank BPD DIY
akan publik untuk ikut
i, me; dan menilai

ding less dan efisiensi pelak-
sanaan dilakukan secara spending
well atau apakah dilakukan secara
spending wisely. Dimana dampak
outcomenya bisa.dirasakan man-
faatnya oleh masyarakat yang
menjadi ukuran kelayakan pu-
blik,” tambah Sultan.
Sementara itu Wakil Ketua
DPRDDIY Huda Tri Yudiana me-
nambahkan, seluruh urusan yang

Tindak Lanjut

berkaitan dengan b su-

dah diselesaikan Pemda DIY se- G : _

belum diserahkan kepada BPK, ha- ntuk Ditanggapi

nya tinggal bab-bab yang sifatnya ] Untuk Diketahui

administratif, Pihaknya akan tetap

mengawal penyelesaian bab-bab ad- 7 Jumpa Pers
inistratif tersebut k

dasi dari P%dﬂaksmkﬂ,ua‘;pe-
nuhny‘;.@ntﬁh >emda DIY sebel

batas waktuyang ada. (Ria/fra)-m ..
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